Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam.sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

gdoga, 22 Desember
iada, Pendidikan

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 5 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Manado pada tanggal 25 Maret 2019 dengan register perkara Nomor
24/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa pada tanggal 07 oktober 2010 para Pemohon telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Gangga Dua
dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il bernama Lasman
Malurung dengan mahar berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai, dan yang
menjadi munakih/Penghulu adalah H. Ramin Malurung serta yang
menjadi saksi ketika itu adalah Ali Bahar dan Yamin Malurung;

2. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum tercatat pada

Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu_ _akaing FaleRemohon | berstatus jejaka
sementara Pemoho s & .......... 44%
4. Bahwa setela ady IBeBOABARY ini diajukan Pemohon
| dan Pemohon /‘Qs’ pengurus akta nikah
tersebut di KUA \-‘/
5. Bahwa dag (

5.1.

5.2. {
6. Bahwa & 3 i afil | bukti pernikahan
tersebut untu «\. dengurusan segala
yang berkaitan o\ /.- ) ;
7. Bahwa antgd ‘%R\__‘{/Uy ' ak ada hubungan
mahram maupun§ ; ik 0 fin pernikahan sampai

8. Bahwa untuk kepastian huk dan tertib administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para
Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini
kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab

termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam
Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Gangga Dua dengan Nomor:
460/51/SKKM/GD/I1-2019 tertanggal 20 Februari 2019;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Muhammad lksan

Yakub Reba) dan Pemohon lI a Malurung) yang dilangsungkan

pada tanggal 07 oktobe Dua,

3. Memerintahkan kep, , utk porkan penetapan ini
Y / .

kepada KUA Ke 10 N\alamat domisili yang

isi dan maksudnya tetap dipertafakiket=ciet para Pemohon dan petitum poin
3 telah dicabut oleh para Pemohon
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon

telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Wahidin Marasabesi umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,
tempat kediaman di Desa Gangga Dua, Kecamatan Likupang Barat,
Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri dan

mengetahui pernikahan para Pemohon;
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- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Desa Gangga
Dua, Kecamatan Likupang Barat, kabupaten Minahasa Utara pada 07
Oktober 2010;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama Lasman Malurung.;

- Bahwa yang menikahkan adalah H. Ramin Malurung;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ali Bahar dan

Yamin Malurung;

/\
- Bahwa mahar yang gl N epada Pemohon Il berupa

keluarga atg 2pgilalangi pernikahan

Pemohon |

Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri dan
mengetahui pernikahan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Desa Gangga
Dua, Kecamatan Likupang Barat, kabupaten Minahasa Utara pada 07
Oktober 2010;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama Lasman Malurung.;

- Bahwa yang menikahkan adalah H. Ramin Malurung;
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- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ali Bahar dan
Yamin Malurung;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus .perawan

- Bahwa selama menikah para pemohon belum pernah cerai dan tidak

ada yang keberatan;

/\ )
- Bahwa antara Pemg . F hgn |11 tidak ada hubungan
keluarga atau se€ sTor ain yal penghalangi pernikahan

Pemohon | d
</

Bahwa untu 3 ene i, ditunjuk segala

sesuatu yang tercani MBS acars . AN perkara ini sebagai

Menimbang, bahwa makStitkatlcis n permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itshat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan di Desa Gangga Dua, Kecamatan Likupang
Barat, kabupaten Minahasa Utara, pada 07 Oktober 2010, dengan wali nikah
ayah kandung Pemohon Il bernama Lasman Malurung..., yang ijab kabulnya
diwakilkan kepada H. Ramin Malurung, dengan maskawin berupa uang
Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang
saksi masing-masing bernama Ali Bahar dan Yamin Malurung, namun

Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah
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karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon |
dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk
penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dimana, para saksi tersebut adalah
orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain

di bawah sumpah di muka sidanggisigketerangan para saksi sebagaimana

dibuktikan oleh parg ) langan diterimanya

kesaksian para sg e menilai kesaksian

Menimbang, Pemohon yang
dihubungkan deng ebagaimana telah
dipertimbangkan di gi@iSEmka S jet=cit akta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa telah terjad 6hon | dengan Pemohon I
pada 07 Oktober 2010 di ¢ a, Kecamatan Likupang Barat,

kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il
bernama Lasman Malurung. yang ijab kabulnya diwakilkan kepada H.
Ramin Malurung, dengan maskawin berupa uang Rp50.000 (lima puluh
ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-
masing bernama Ali Bahar dan Yamin Malurung;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Pemohon | dengan Pemohon II;
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- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta
nikah Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai ketentuan
Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum
Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 jo. Pasal 14 pilasi Hukum Islam;
Menimbang, | dan
Pemohon Il tidak tg sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 ayaff2didsNe. 1 leht 2 PP. No. 9 Tahun
1975, sehingga fJajukan Isbat nikah
sebagaimana diattieal Nl NOiliilasi Hukum Islam
guna kepenting - K@anie : ama dan atau

1. Hadis Nabi saw., ya Paruqutni dari Siti Aisyah :
ug slg: VLY

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan
dua orang saksi yang adil”.

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab
Tuhfah, hal.133 :

cISUL alsldl axlWI 1,81 Jass o
Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil
balig”.

3. Doktrin  Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab
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l'anatutthalibin : 4, hal. 254 :

Artinya :
"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat

menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan
dua orang saksi yang adil”.

cukup alasan dan tidgl ‘\3 / . arenya permohonan

Undang-undang
Nomor 1 tahun ; elkawine il Kompilasi Hukum

Islam, maka dipa dan Pemohon I

= |
)
Kantor Urusan Agarg /

Menimbang, b S e perkars galah perkara prodeo
murni maka berdasarke el Sl gl =l 4/Pdt.P/2019/PA Mdo

perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Muhammad
lksan Yakub Reba) dan Pemohon II .(Silvana Malurung).. yang

dilaksanakan pada 07 Oktober 2010 di Desa Gangga Dua,
Kecamatan Likupang Barat, kabupaten Minahasa Utara;

3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara ;
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya’ban 1440 Hijriah, oleh kami
Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M.
Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh Hakim Anggota dan di Hasna Harun, SH sebagai

Drs. Satrio lenditin Mokodompit

era Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp0,00
2. Proses Rp0,00
3. Panggilan Rp0,00
4. Redaksi Rp0,00
5. Meterai Rp0,00
Jumlah Rp0,00
(rupiah)
4,
5.
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